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BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat


Sejak diterbitkannya Undang-Undang No 1 tahun 1967 jo Undang-Undang No 11 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang No 6 tahun 1968 jo Undang-Undang No 12 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta perangkat peraturan pelaksanaannya telah memberikan peluang  yang besar usaha dunia swasta untuk melaksanakan kegiatan investasi. 


Pelayanan investasi baik PMDN maupun PMA di daerah merupakan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab BKPMD sebagaimana telah diatur terakhir dengan Keppres No 122 tahun 1999, yaitu sebagai badan staf Gubernur provinsi dalam memberikan pelayanan perizinan, persetujuan PMA dan PMDN serta perizinan pelaksanaan penanaman modal lainnya dalam jumlah investasi yang tidak terbatas bagi investor asing maupun investor dalam negeri.Adanya kebijakan baru dibidang investasi yaitu BKPMD oleh pemerintah sejak tahun 1998 merupakan langkah reformasi guna menggerakan roda perekonomian yang mengalami krisis dan mempunyai dampak turunnya kepercayaan masyarakat khususnya dunia usaha swasta asing (investor) untuk menanamkan modalnya di Indonesia, mengingat kegiatan investasi merupakan motor pertumbuhan ekonomi, maka perlu upaya mengoptimalkan kegiatan perencanaan dan promosi, pelayanan perizinan dan pengendaliannya dengan harapan agar kegiatan investasi tidak saja mampu memulihkan ekonomi yang terpuruk tetapi pada gilirannya dapat menjadikan perekonomian yang tangguh, handal, dan mandiri.

Dilain pihak dengan terbitnya Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab secara eksplisit dinyatakan bahwa kewenangan penanaman modal menjadi kewenangan wajib kabupaten/kota yang berarti kewenangan penanaman modal ditingkat provinsi tidak ada.

Lantas pemikiran dan pemahaman seperti ini dijadikan landasan Biro Organisasi Pemerintah Daerah diseluruh Indonesia untuk mendesain organisasi perangkat daerah disamping berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.


Sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No 84 tahun 2000 maka di daerah telah diterbitkan pula Peraturan Daerah No 16 tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat yang di Undang-Undangkan pada tanggal 13 Desember 2000 dalam lembaran daerah provinsi Jawa Barat tahun 2000.

Peraturan Daerah No 16 tahun 2000 ini merupakan dasar hukum lahirnya Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat sehingga Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat (BKPMD) sejak tanggal 13 Desember 2000 telah berubah nomenklatur menjadi Badan Promosi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat (BPPMD).
2.2 Struktur Organisasi


Struktur Organisasi ini merupakan suatu kerangka dasar dalam manajemen sebuah perusahaan, karena dengan mempelajari struktur organisasi suatu perusahaan akan dengan mudah pula mempelajari kehidupan perusahaan, baik jenjang otoritas, wewenang, hubungan antara karyawan, maupun tanggung jawab masing-masing.

Struktur organisasi ini menggambarkan hubungan yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan. Struktur organisasi juga akan memudahkan pimpinan perusahaan dalam mengatur dan mengkondisikan unit kerja atau bagian-bagian yang terlibat di suatu organisasi dalam usahanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Struktur organisasi diperlukan bagi perusahaan agar tercipta situasi kerja yang mengatur dan lancar tanpa terjadi tumpang tindih tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Dilihat dari bentuk struktur organisasi BPPMD (Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah) Jawa Barat adalah garis dan staf dimana dalam organisasi itu terdapat beberapa kelompok yang menjalankan kegiatan organisasi yang ditunjukan dalam hubungan garis dan staf.


Dimana struktur organisasi Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah Jawa Barat tampak seperti pada halaman berikut. 

2.3 Deskripsi Jabatan


Secara umum manajemen yang dilaksanakan BPPMD Jawa Barat dapat dilihat dari garis besar pembagian tanggung jawab dan tugas masing-masing bagian yang ada pada Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah Jawa Barat seperti terlihat pada struktur organisasi BPPMD. Adapun pembagian tugas masing-masing bagian tersebut adalah sebagai berikut :

1.   Kepala Badan


Tanggung Jawab dan tugas kepala badan adalah 

a. Memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok   dan fungsi badan;
b. Menetapkan kebijakan teknis Badan sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah  Provinsi Jawa Barat;

c. Menetapkan program kerja dan rencana kegiatan promosi dagang, promosi   industri, penanaman modal;

d. Menyelenggarakan fasilitas dalam di bidang promosi dan penanaman modal;
e. Memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada Gubernur mengenai situasi promosi dan penanaman modal;

f. Melaksanakan kordinasi dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya unruk kelancaran pelaksanaan tugas Badan.

2.
Sekretariat


Sekretariat membawahi Subbag Kepegawaian, Subbag Keuangan, dan Subbag Umum, adapun tugas-tugas sekretariat adalah sebagai berikut

a. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
b. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;

c. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

d. Mengkoordinasikan penyusunan program, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan tugas Badan;

e. Mengkordinasikan penyusunan perencanaan strategi dan laporan akuntabilitas kinerja Badan;
f. Menyelenggarakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan Badan;

g. Menyelenggarakan perumusan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;

h. Menyelenggarakan perumusan anggaran pendapatan, dan belanja rutin;

i. Menyelenggarakan pengendalian administrasi keuangan dan belanja rutin;

j. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;

k. Menyelenggarakan pembinaan arsiparis;

l. Menyelenggarakan pembinaan kearsipan kepada unit kerja di lingkungan Badan;

m. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

3.
Subbagian Kepegawaian


Rincian tugas subbagian kepegawaian antara lain


a.
Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan serta pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan Badan;

b. Melaksanakan penyiapan bahan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG);
c. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, formasi dan pengusulan dalam jabatan di lingkungan Badan;

d. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;
e. Melaksanakan penyusunan bahan kenaikan pangkat, DP3, DUK, Sumpah/Janji Pegawai, gaji berkala, dan peningkatan kesejahteraan pegawai;

f. Melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhenian pegawai;

g. Melaksanakan penyusunan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;
h. Melaksanakan penyiapan pegawai yang akan mengikuti ujian dinas dan ijin/tugas belajar;

i.  
Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;

j.  
Melaksanakan perumusan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan funsional;
k. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan Badan;
l.   
Melaksanakan perumusan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;

m. Mengendalikan administrasi perjalanan dinas pegawai;

n. Melaksanakan perumusan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Subbagian Kepegawaian;

o. Melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait.


4.
Subbagian Keuangan



Rincian tugas subbagian keuangan adalah sebagai berikut

a.
Melaksankan penyiapan bahan Rencana Anggaran Pendapatan, Belanja Rutin dan Pembangunan;

b. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Rutin, dan Pembangunan.;
c. Melaksanakan perumusan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran;

d. Melaksanakan perbendaharaan keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Rutin dan Pembangunan;

e. Melaksanakan perumusan bahan pembinaan administrasi dan keuangan pada unit kerja di lingkungan Badan;
f. Melaksanakan perumusan bahan pertanggungjawaban keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Rutin dan Pembangunan;

g. Melaksanakan pelayanan dan pengendalian biaya perjalanan dinas pegawai;

h. Melaksanakan perumusan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Subbagian Keuangan;

i. Melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait.

5. Subbagian Umum

a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman surat-surat atau naskah dinas;

b. Melaksanakan pengelolaan arsip-arsip in aktif;

c. Melaksanakan perumusan bahan pembinaan kearsipan kepada unit kerja di lingkungan Badan;

d. Melaksanakan penggandaan naskah dinas;

e. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Badan;

f. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan Badan;

g. Melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian kegiatan badan;

h. Melaksanakan pebgurusan rumah tangga Badan, ketertiban dan keindahan serta keamanan kantor;

i. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan lingkungan kantor, kendaraan Dinas, perlengkapan kantor dan asset lainnya;

j. Melaksanakan perumusan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan di lingkungan Badan;

k. Melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi dan pemeliharaan serta penghapusan perlengkapan Badan;

l. Melaksanakan perumusan bahan pengelolaan administrasi perlengkapan dan perbekalan;

m. Melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Perlengkapan;

n. Melaksanakan perumusan bahan evaluasi dan laporan Kegiatan Sekretariat;

o. Melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja Terkait.
6. Bidang Promosi Dagang

Bidang promosi dagang membawahi subbidang perencanaan, subbidang promosi dan kerjasama, serta subbidang pengendalian. Rincian tugas bidang promosi dagang  adalah sebagai berikut

a. Menyelenggarakan perumusan, program kerja bidang promosi dagang;

b. Menyelenggarakan fasilitas kegiatan promosi dagang;

c. Menyelenggarakan evaluasi bahan dan materi promosi dagang;

d. Menyelenggarakan koordinasi dan pelaksanaan kerjasama promosi dagang;

e. Menyelenggarakan pengendalian koordinasi dan pelaksanaan promosi dagang;

f. Menyusun laporan akuntabilitas  kinerja bidang promosi dagang;

g. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas bidang promosi dagang;

h. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit terkait.
7. Subbidang Perencanaan

Rincian tugas subbidang perencanaan antara lain 

a. Melaksanakan perumusan program kerja Sub Bidang Perencanaan;

b. Menyusun bahan pedoman perencanaan promosi dagang dan pengembangan  produk ekspor;

c. Menyusun bahan fasilitas perencanaan promosi dagang dan pengembangan produk ekspor;

d. Menyusun bahan informasi pengembangan produk ekspor dan pasar negara tujuan ekspor;

e. Melaksanakan identifikasi dan analisis pengembangan produk ekspor dan pasar negara tujuan ekspor;

f. Melaksanakan identifikasi dan analisis hambatan perdagangan ekspor;

g. Menyususn bahan profil produk ekspor dan potensi pasar;

h. Menyusun bahan rencana program promosi dagang dan pengembangan produk ekspor;

i. Menyusun bahan koordinasi dibidang perencanaan promosi dagang dan pengembangan produk ekspor.

8. Subbidang Promosi dan Kerjasama

Adapun rincian tugas-tugas subbidang promosi dan kerjasama adalah sebagai berikut

a. Melaksanakan perumusan program kerja Sub Bidang Promosi dan Kerjasama;

b. Menyusun bahan pedoman promosi dan kerjasama pengembangan produk ekspor;

c. Menyusun bahan fasilitas promosi dagang;

d. Melaksanakan koordinasi promosi dagang di dalam maupun di luar negeri;

e. Menyebarluaskan informasi produk dan komoditas ekspor melalui teknologi multimedia;

f. Melaksanakan fasilitas kepentingan buyer dan investor untuk memperoleh informasi produk dan komoditas potensial;

g. Menyusun bahan koordinasi dibidang promosi dan pengembangan produk ekspor;

h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

9. Subbidang Pengendalian

Subbidang pengendalian memiliki rincian tugas sebagai berikut

a. Melaksanakan perumusan program kerja Sub Bidang Pengendalian;

b. Menyusun bahan pedoman pengendalian dan evaluasi kegiatan promosi dagang;
c. Menyusun bahan fasilitas pengendalian kegiatan promosi dagang;

d. Melaksanakan identifikasi dan analisis pelaksanaan kegiatan promosi dagang dan kerjasama pengembangan produk ekspor;
e. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dibidang pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan promosi dagang dan kerjasama pengembangan produk ekspor;

f. Menyusun bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan promosi dagang dan kerjasama pengembangan produk ekspor;

g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

10. Bidang Promosi Industri

Bidang promosi industri membawahi subbidang perencanaan, subbidang promosi dan kerjasama, dan subbidang pengendalian, dengan rincian tugas sebagai berikut

a. Menyelenggarakan perumusan program kerja dibidang promosi industri;

b. Menyelenggarakan fasilitas kegiatan promosi industri;

c. Menyelenggarakan evaluasi bahan dan materi promosi industri;

d. Menyelenggarakan koordinasi dan pelaksanaan kerjasama promosi industri;

e. Menyelenggarakan pengendalian koordinasi dan pelaksanaan promosi industri;

f. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja Bidang Promosi Industri;

g. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Bidang promosi Industri.
11. Subbidang Perencanaan

Rincian tugas subbidang perencanaan antara lain
a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Perencanaan;

b. Menyusun bahan pedoman perencanaan promosi industri dan pengembangan industri;
c. Menyusun bahan fasilitas perencanaan promosi industri dan pengembangan industri;

d. Melaksanakan pengelolaan data industri;

e. Melaksanakan identifikasi dan analisis hambatan pengembangan industri;

f. Menyusun bahan penyusunan profil industri yang memiliki kelayakan untuk dikembangkan;

g. Menyusun prioritas potensi dan pengembangan industri untuk bahan promosi;

h. Menyusun bahan rencana program promosi industri dan pengembangan industri;
i. Menyusun bahan koordinasi dibidang perencanaan promosi industri dan pengembangan industri;

j. Menyusun bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Perencanaan.
12. Subbidang Promosi dan Kerjasama

Yang menjadi rincian tugas subbidang promosi dan kerjasama adalah sebagai berikut

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Promosi dan Kerjasama;

b. Menyusun bahan pedoman melaksanakan promosi dan kerjasama pengembangan industri;
c. Menyusun bahan fasilitas promosi industri;

d. Menyusun bahan koordinasi kegiatan promosi industri di dalam maupun di luar negeri;

e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

f. Menyebarluaskan informasi pengembangan industri melalui teknologi multimedia;

g. Melaksanakan fasilitas kepentingan investor untuk memperoleh informasi industri potensial;

h. Menyusun bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Promosi dan Kerjasama.

13. Subbidang Pengendalian
Rincian tugas subbidang pengendalian antara lain

a. Melaksanakan perumusan program kerja Sub bidang Pengendalian;

b. Menyusun bahan pedoman pengendalian dan evaluasi kegiatan promosi industri;

c. Menyusun bahan fasilitas pengendalian kegiatan promosi industri;

d. Melaksanakan identifikasi dan analisis pelaksanaan kegiatan promosi industri dan kerjasama pengembangan potensi industri;

e. Menyusun bahan koordinasi dibidang pengendalian dan evaluasi pelaksanaan promosi industri;

f. Menyusun bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan promosi industri dan kerjasama pengembangan industri;
g. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja bidang promosi industri.

14. Bidang Penanaman Modal

Bidang penanaman modal membawahi subbidang perencanaan, subbidang promosi dan kerjasama, dan subbidang pengendalian. Bidang penanaman modal memiliki tugas pokok sebagai berikut

a. Menyelenggarakan perumusan program kerja Bidang Penanaman Modal;

b. Menyelenggarakan fasilitas pelaksanaan promosi penanaman modal;
c. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kerjasama pengembangan penanaman modal;

d. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan dan kerjasama penanaman modal;

e. Merumuskan laporan akuntabilitas kinerja Bidang penanaman Modal;

f. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Bidang penanaman modal.

15. Subbidang Perencanaan 

Rincian tugas subbidang perncanaan antara lain

a. Melaksanakan perumusan program kerja Sub Bidang perencanaan;

b. Menyusun bahan pedoman perencanaan penanaman modal;

c. Menyusun bahan fasilitas perencanaan penanaman modal;

d. Melaksanakan pengelolaan data potensial sumber daya regional;
e. Melaksanakan identifikasi dan analisis faktor internal dan eksternal dalam menarik dan mengembangkan penanaman modal (insentif dan disinsentif);

f. Menyusun bahan perumusan profil proyek penanaman modal;

g. Melaksanakan analisis dan penyusunan usulan kebutuhan investasi sektor dunia usaha swasta serta pembangunan infrastruktur penunjang penanaman modal;

h. Menyusun informasi peluang usaha baik sektoral maupun regional;

i. Menyusun bahan koordinasi dibidang Perencanaan Penanaman Modal.

16. Subbidang Promosi dan kerjasama

Subbidang promosi dan kerjasama memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut

a. Penyusunan bahan kebijakan teknis penanaman modal;

b. Penyusunan pedoman dan bahan fasilitas penyelenggaraan promosi dan kerjasama pengembangan penanaman modal;

c. Melaksanakan koordinasi kegiatan promosi dan kerjasama penanaman modal di dalam maupun di luar negeri;

d. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait;

e. Melaksanakan fasilitas kepentingan investor untuk mengembangkan penanaman modal di daerah;

f. Menyebarluaskan informasi pengembangan industri melalui teknologi multimedia.

17. Subbidang Pengendalian
Adapun rincian tugas-tugas dari subbidang pengendalian adalah sebagai berikut

a. Melaksanakan perumusan program kerja Sub Bidang pengendalian;

b. Menyusun bahan pedoman pengendalian dan evaluasi kegiatan penanaman modal;

c. Menyusun bahan fasilitas pengendalian kegiatan penanaman modal;

d. Melaksanakan identifikasi dan analisis pelaksanaan kegiatan kerjasama penanaman modal;

e. Melaksanakan kerjasama dengan kabupaten/kota dalan rangka pengendalian kegiatan penanaman modal;
f. Melaksanakan analisis pengembangan penanaman modal;

g. Menyusun bahan evaluasi pelaksanaan penanaman modal sektoral maupun regional;

h. Menyusun bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penanaman modal;

i. Menyusun bahan pelaporan akuntabilitas kinerja bidang Penanaman Modal.
2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan


BPPMD mempunyai tugas dan bertanggung jawab menangani investasi, dituntut berperan memperbaiki keadaan untuk meningkatkan kembali kepercayaan dunia usaha swasta melalui berbagai program kegiatan pada bidang-bidang yang meliputi perencanaan investasi, peningkatan promosi, pemantauan pelayanan perijinan , pengendalian dan pengawasan serta pemecahan berbagai permasalahan yang menghambat penyelenggaraan pelayanan investasi.

Berbagai upaya peningkatan peran BPPMD antara lain

1. Adanya kebijakan untuk menerapkan pola pelayanan perijinan satu atap di setiap daerah kabupaten/kota, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan investasi yang cepat, tepat, mudah, murah dan transparan dalam rangka mewujudkan iklim investasi untuk memelihara kelangsungan pertumbuhan ekonomi di daerah dan memperluas pemerataan pembangunan dengan demikian memberi peluang kepada BPPMD untuk dapat memantau lebih efisien realisasi investasi di kabupaten/kota;
2. Terhadap perusahaan-perusahaan PMDN dan PMA yang terkena dampak krisis, kiranya perlu diadakan pendataan secara lengkap, untuk selanjutnya dibantu diberikan jalan keluar penyelesaiannya dalam berbagai alternatif seperti pengalihan asset, pengalihan saham, merger serta perubahan lainnya;

3. Di sisi skala usaha, maka usaha kecil dan menengah perlu semakin memperoleh perhatian untuk ditumbuh kembangkan, karna kelompok ini cukup mampu bertahan meskipun dalam keadaan krisis ekonomi. Upaya memperdayakan ekonomi rakyat ditekankan kepada pola usaha kemitraan;
4. Dengan kekayaan alam Jawa Barat yang besar, maka era sekarang ini merupakan saat yang tepat untuk meningkatkan penyusunan rencana dan strategi baru, agar potensi yang besar tersebut dapat ditawarkan kepada para investor dengan berbagai kemudahan dan fasilitas yang lebih menarik.
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